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ABSTRAKSI

Perdebatan sekitar keberadaan desa sampai saat ini belum selesai, dengan
hadirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pun keberadaan desa masih saja tidak
jelas, apalagi dalam perkembangan terakhir ini. desa dijadikan instrument dalam
upaya mewujudkan demokratisasi masyarakat, desentralisasi tata pemerintahan
maupun titik tolak penentuan kewenangan.

Desa sebagai lingkungan pemerintahan vang otonom sudah seharusnya
memiliki kewenangan otonom yang implementatif bukan hanya dalam tingkatan
normatif saja. Spanning vang tegjadi dalam kewenangan otonmi desa ini
menyebabkan pola hubungan Daerah dengan desa menjadi kabur bagaimana sistim
pelimpahannya, akibatnya dalam banyak hal Pemerintahan supra desa tidak jarang
melakukan intervensi terhadap kewenangan oionomi desa vang ada. Kewenangan
vang seharusnya dikelola oleh desa temvata pihak Kabupaten terlalu banyak
memberikan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang sangat terinci. Gejala
ini sangat nampak atas kewenangan desa vang memiliki nilai ekonomis tinggi dan
strategis.

Dari penemuan data di 86 desa di Kabupaten Sleman, diketahui bahwa
kewenangan desa yang dimuat dalam Pasal 99 UU No. 22 tahun 1999 terutama
kewenangan berdasarkan asal usul yakni kewenangan desa dalam hal-hal yang
telah ada sejak lama di desa, diketahui vanasi lingkup dan jenis kewenangannya

sangat tinggi, namun secara garis besar kewenangan otonomi desa berkisar pada
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pengelolaan kekayaan desa, pelayanan administrasi, pelayanan publik,
pembangunan desa dan kepemerintahan desa.

Dalam perhitungan ekonomis, kewenangan dalam hal pengelolaan
kekayaan desa, menunjukan bahwa sesungguhnya desa adalah otonom ( mandiri )
sehingga dari segi ini adanya UU No. 22 tahun 1999 atau perundangan desa
sebelumnya tidak mempunyai pengaruh. Sumbangan Pendapatan aseli desa
terhadap APBDes sangat tinggi bahkan dalam desa tertentu menyumbang 100 %
pada APBDes.

Dalam desa, hadimya UU No. 22 tahun 1999 mempunyai pengaruh pada
sektor pemerintahan saja, sehingga vang bergeser hanya aspek struktur tata
pemerintahan saja, sebab dengan perundangan baru tersebut di desa lahir institusi
baru bernama Badan Perwakilan Desa, adanva pemisahan kekuasaan desa, adanya
pergeseran arah pertanggung jawaban serta bertambahnya kekuasaan eksekutif
desa terutama dalam penetapan perangkat desa. Dengan perundangan baru ingin
menempatkan pamong desa sebagai bagian integral dan desa, sehingga dari sini
dilakukan perubahan dalam hal rekruitment Lurah desa, BPD maupun Kepala
dukuh, demikian pula Kepala desa disesuaikan nama sebutannya menjadi Lurah
desa, Sekretaris desa menjadi Carik desa, dengan harapan Lurah desa , Carik desa
berfungsi lebih sebagai pemimpin ( Bopo babu ) bukan sebagai kepala yang
cenderung birokratis dan administratif.

Lingkup kewenangan desa menurut Pasal 99 UU.No. 22 tahun 1999 dalam

perspektif teoritis, sesungguhnya vang nvata merupakan kewenangan otonom
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hanva vang dimuat pada ayat 1, sedangkan ayat 2 dan 3 dianggap bukan
kewenangan penuh, tetapi kewenangan setengah penuh sebab dalam
pelaksanaannya desa tidak independent namun sebagian kewenangannya ada di
lingkungan pemerintahan lain. Ayat 2 tidak mungkin lahir sebagai kewenangan
apabila tidak ada pengakuan supra desa sebab ayat ini menganut sistim pelimpahan
formil, sedangkan ayat 3 tidak pernah menjadi ada kewenangan pada desa selama
supra desa tidak memberikan pelimpahan dalam bentuk tugas pembantuan.
Disinilah letak kekaburan otonomi desa tersebut diatas sebab Pasal 99 UU No. 22

tahun 1999 menganut sistim materiil , sistim formit dan juga sistim riil.
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